
 
 

 

 

 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 75 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PENYEMPURNAAN INDIKATOR YANG INGIN DICAPAI DALAM 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
TAHUN 2013-2017 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
Menimbang 

 

: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu 
melakukan penyempurnaan indikator yang ingin dicapai 
dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Utara tentang Penyempurnaan Indikator Yang Ingin 

Dicapai Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953     Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akutabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8 ); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2016 Nomor 12 ); 
 

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, 

Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12 ); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR 

YANG INGIN DICAPAI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 
UTARA TAHUN 2013-2017. 

 
 

Pasal 1 

 
Melakukan penyempurnaan indikator yang ingin dicapai dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 
2013-2017, dengan matrik rincian indikator sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Pasal 2 

 
Penyempurnaan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan 
sebagai pedoman untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016-2017. 
 

Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara. 

 
 

Ditetapkan di Amuntai 

pada tanggal  21 Desember 2016   
 

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
             CAP/TTD 

  
          H. M. HAWARI 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  21 Desember 2016  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN   
HULU SUNGAI UTARA, 

 

       CAP/TTD 
     

  H. EDDYAN NOOR IDUR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  

TAHUN 2016 NOMOR 75.-     


